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PUTUSAN
Nomor 694/Pdt.G/2019/PA.Blcn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
gugat antara :

Nama Penggugat, umur 27 tahun, tempat tanggal lahir Blitar, XXX,
agama Islam, pendidikan SLTA sederajat, pekerjaan
pedagang, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kabupaten
Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini telah
memberikan kuasa kepada HERMANSYAH, SH.,
Advokat/Penasehat hukum berkantor dan berkedudukan pada
kantor hukum HERMANSYAH, S.H. & REKAN yang beralamat
dan berkantor di Jalan Kuranji, KM. 4, RT. 009, Desa Baroqah,
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.
Kalimantan Selatan, dengan surat kuasa khusus Nomor
001/SKK.PA/X1/2019 tanggal 18 Nopember 2019, dan terdaftar
dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Batulicin,
nomor 058/SK.KH/X1/2019/PA.Blcn, tanggal 21 Nopember 2019,
sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat, umur 29 tahun, tempat tanggal lahir Kotabaru, 12-
10-1990, agama Islam, Pendidikan SMA sederajat, pekerjaan
wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kabupaten
Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di

persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 19
Nopember 2019 yang didaftarkan secara online (e-court) di Kepaniteraan
Pengadilan Agama  Batulicin, dengan register perkara  Nomor
694/Pdt.G/2019/PA.Blcn, tanggal 21 Nopember 2019 telah mengajukan
gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah melakukan
pernikahan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran
agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu
sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXX tertanggal 13
Oktober 2013 / 8 Zulhijjah 1434;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan  Tergugat
dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan
tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa selama masa pernikahan / perkawinan, Penggugat dan
Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri
dan telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak;

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di ]I.
XXX, Kabupaten Tanah Bumbu (di rumah orang tua Penggugat).
Setelah orang tua Penggugat pindah domisili dari JI. XXX ke
Kabupaten Tanah Bumbu, maka Penggugat dan Tergugat tetap
ikut orang tua Penggugat di tempat domisili yang baru;

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang
tua Penggugat yang lama maupun yang baru, antara Penggugat
dan Tergugat sering terjadi perselisihan / cekcok;

6. Bahwa di tahun 2018 Penggugat pernah menyampaikan kepada
Tergugat bahwa ingin mengakhiri hubungan pernikahan ini,
namun Tergugat ingin mempertahankannya dan berjanji akan
memperbaiki sikap dan tidak mengulangi perbuatannya /
kesalahannya lagi;
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7. Bahwa Tergugat selalu meragukan dan tidak mengakui anak
yang dikandung dan dilahirkan oleh Penggugat, selain itu
Tergugat selalu menyampaikan dan tidak mengakui anak hasil
pernikahan mereka kepada orang tua Penggugat maupun di
media sosial;

8. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan Juli 2019, yang menyebabkan antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan rumah, dimana
Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga
sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi
menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa semenjak berpisah / tidak tinggal dalam satu rumah,
Tergugata sering mengikuti Penggugat, seolah-olah meneror,
bahkan pernah memposting di media social bahwa anak
Penggugat bukanlah anak Tergugat;

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang
dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan secara
kekeluargaan;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk
membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan,
sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan
Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap
Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus
dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,
telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum
Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan
cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
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Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka
dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Batulicin cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil
Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya
memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughraa Tergugat
Nama Tergugat terhadap Penggugat Nama Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang
menghadap pada persidangan lanjutan pada tanggal 10 Desember 2019,
tanggal 17 Desember 2019, tanggal 07 Januari 2020 dan tanggal 18 Februari
2020, sementara pada sidang pertama tanggal 03 Desember 2019 dan
persidangan pada tahapan jawab menjawab dan pembuktian, Tergugat tidak
datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah berusaha
menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan
rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon
untuk menempuh upaya mediasi, hamun sesuai laporan Mediator (Drs. H.
Syakhrani) tanggal 07 Januari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai
kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pada tahapan pemeriksaan pokok perkara dengan
terlebih dahulu dibacakan surat gugatan cerai Penggugat yang isi dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak
mengajukan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis karena
Tergugat tidak hadir pada persidangan selanjutnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah
Bumbu dengan NIK XXX atas nama Penggugat diterbitkan tanggal 16
November 2017. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut
sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya
bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, diterbitkan
tanggal 16 Oktober 2013 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata
bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah
dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX atas nama
Tergugat diterbitkan tanggal 14 November 2019 oleh PIlt. Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah
diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya
bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi
tanda P.3 dan dibubuhi paraf;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat

juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Nama Saksi I, di depan sidang saksi tersebut
mengaku sebagai bapak kandung Penggugat dan menerangkan dibawah
sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, saksi

mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada

tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat

hidup sebagai suami-istri tinggal di rumah Saksi (orang tua Penggugat) di
Jalan XXX kemudian pindah ke Jalan XXX (tetap tinggal di rumah Saksi
(orang tua Penggugat)) di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanah
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Bumbu yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya

berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun

dan harmonis, namun sejak awal menikah sudah mulai tidak rukun dan
harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga

menyebabkan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat ingin

bercerai dengan Tergugat adalah Tergugat sering cemburu kepada
Penggugat. Hal ini saksi ketahui melalui cerita dari adik Penggugat yang
mendengar cekcok secara langsung. Saksi tidak pernah melihat dan

mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul

lagi sejak berpisah bulan Mei 2019 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang

untuk memaksa Penggugat rukun kembali tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa usaha damai untuk merukunkan Penggugat

dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
2, Nama Saksi Il, di depan sidang saksi tersebut

mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan menerangkan dibawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, saksi
mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada

tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat

hidup sebagai suami-istri tinggal di rumah Saksi (orang tua Penggugat) di
Jalan XXX kemudian pindah ke Jalan XXX (tetap tinggal di rumah Saksi
(orang tua Penggugat)) di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanah
Bumbu yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya

berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun

dan harmonis, namun sejak awal menikah sudah mulai tidak rukun dan
harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga

menyebabkan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat ingin

bercerai dengan Tergugat adalah Tergugat sering cemburu kepada
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Penggugat. Hal ini saksi ketahui melalui cerita dari adik Penggugat yang
mendengar cekcok secara langsung. Saksi tidak pernah melihat dan

mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul

lagi sejak berpisah bulan Mei 2019 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang

untuk memaksa Penggugat rukun kembali tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa usaha damai untuk merukunkan Penggugat

dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis

yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan

Tergugat pada kesimpulannya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk

hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu
berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor
9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Penggugat), maka diperoleh keterangan bahwa
Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif)
Pengadilan Agama Batulicin;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil
dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX
Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX diterbitkan
pada tanggal 13 Oktober 2013, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 karena antara Penggugat dan Tergugat
sering terlibat perselisihan dan percekcokan, sehingga Penggugat
mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara
ini (persona standi in yudicio), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat
Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan telah memberikan
kesempatan untuk mediasi melalui bantuan Mediator dari Hakim Pengadilan
Agama Batulicin Drs. H. Syakhrani, akan tetapi menurut laporan hasil mediasi
tertanggal 07 Januari 2020 ternyata tidak berhasil, dengan telah
dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka apa yang dikehendaki Pasal 39
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal
65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya
sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui
seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil
gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis
(P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;
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Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 tersebut berupa
fotokopi-fotokopi, yang telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian
Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f
serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok
dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti
dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat
bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus
dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 dan P.3, diperoleh
keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten
Tanah Bumbu sebagai wilayah vyuridiksi Pengadilan Agama Batulicin,
berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan
belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka diperoleh
keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di
Kabupaten Tanah Bumbu, Penggugat dan Tergugat merupakan sebuah
keluarga dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Nama Anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa
identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, dan
ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan
dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat
(1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan

juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan

Halaman 9 dari 15 him., Putusan PA. Batulicin Nomor 694/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara
formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi
Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi | dan saksi Il
Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana
diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan adanya
ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat
serta sebabnya, sebagaimana dalil-dalii gugatan yang harus dibuktikan
kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-
saksi tersebut dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam sidang
lanjutan, sehingga tidak bisa dimintai keterangan atas bukti-bukti yang
diajukan Penggugat ataupun untuk mengajukan alat buktinya di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan
tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya memohon kepada
pengadilan cg. Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan
putusan atas gugatannya tersebult;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan
jawaban Tergugat, serta alat-alat bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan
di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam
perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu sejak tanggal 13 Oktober 2013, dan

keduanya belum pernah bercerai;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang
anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2018 karena terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

4, Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering cemburu

berlebihan kepada Penggugat;
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5. Bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan yang
meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa telah ada usaha merukunkan Penggugat
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin
bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan
suami-istri dan hidup sebagai sebuah keluarga yang diikat dengan pernikahan
yang sah (fakta hukum poin 1), maka dituntut mewujudkan tujuan mulia dari
sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan
langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,
sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat
21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan
dimaksud, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018
yang dipicu oleh sikap Tergugat yang sering cemburu buta kepada Penggugat,
bahkan hal tersebut berimplikasi dengan adanya pisah tempat tinggal sejak
Mei 2019 sampai sekarang, maka dengan kondisi yang demikian tidak
mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat
kembali karena telak retak dan pecah, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum
dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25
Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi
rumah tangga telah retak dan pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada
konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah
tercerai-berai, dengan tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah dan
atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah
satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi
kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan
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salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38
K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa dengan telah retak dan pecahnya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tidak akan mendatangkan
ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi
Penggugat apabila dipaksakan untuk tetap hidup bersama, karena faktanya
Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai meskipun telah diupayakan
agar mau rukun kembali, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan
perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari
pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah figih:

adlaoll wl> e pXio suwlaall 1) 5
“Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada
mengambil beberapa maslahat (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk
figh Islam sebagai berikut:
1. Dalam kitab at-Thalag oleh Ala’'uddin al-Kasani yang

berbunyi:

AWl (J] axLall u.lu
“Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya
tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk
mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada
perceraian”;

2. Kitab Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq Juz |
yang berbunyi:

gai 2 pg guzodll sl ool (> Gl pllas eMw)l Ll 28
il OY: T,y 1E 0o by Tl dla, ruai cuzy iwle Y g Railagss
a bl zg, ol Ims.x,AJquudLuo”JIpluLcPS.xu olizo

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap

tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah
menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara
yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat
keadilan”;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas,
Majelis Hakim juga berpendapat bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran
sejak tahun 2018 bahkan akhirnya pisah rumah sejak bulan Mei 2019 sampai
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dengan sekarang, serta tidak ada keinginan untuk rukun kembali, maka bentuk
perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan
hidup rukun lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam,
serta sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.
237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum
bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman
bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama
dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk
alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan
Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pernah tercatat bercerai dengan
Tergugat, dan perceraian tersebut dilaksanakan juga di Pengadilan Agama
Batulicin sehingga perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah yang
pertama kalinya, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢
KHI, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah
diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2, Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama
Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 18 Februari
2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1441 Hijriah oleh
kami Drs. H. SYAKHRANI sebagai Ketua Majelis, RABIATUL ADAWIAH,
S.Ag. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.l.,, M.Sy., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota serta dibantu oleh MUZDALIFAH, S.H.l., sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag. SYAIFUL ANNAS, S.H.l., M.Sy.

Panitera Pengganti,

MUZDALIFAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran Rp  30.000,-

2. Biaya Proses Rp  50.000,-
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3. Biaya Panggilan Rp 450.000,-

4. PNBP Panggilan pertama Rp  10.000,-
4. Biaya Redaksi Rp  10.000,-
5. Biaya Meterai Rp 6.000,-_+

Jumlah Rp 556.000,-
(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)
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